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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

o &

g A. Telaah Pustaka

% %11 T injauan Umum Atas Pajak

%‘ %:?a F’engertlan Pajak

é % Dalam buku Marihot Pahala (2013:7) secara umum Pajak adalah pungutan dari
gmésyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat
édéaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
:;—:kgf_nbah (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk
gm%mb;tyal pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

ul

~Hal mr menunjukan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan

duey

DJundang’—undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang

uawl

D;3tidak hau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin

c

“bahwazkas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan

§undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar
3
“pajaksehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

ok

enurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 dalam buku Eko Lasmana (2017:3)

aguwins uexing

Pajak®merupakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah sebuah
?konstﬁbusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang
memiliiki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak
mndapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan
kemakmuran rakyat.

1;V|enurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dalam buku Siti Resmi (2017:1) Pajak

merurﬁkan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik
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| yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk

membiayai kebutuhan negara.

aw puese)iqg |

s din

2di
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Menurut Dra. Siti Resmi, M.M., Ak., CA. dalam bukunya (2017:1) Pajak adalah

gperalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran

2rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama

uk membiayai public investment.

Bérdasarkan definisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang
eka;-t pada pengertian pajak dalam buku Marihot Pahala (2013:7), yaitu sebagai berikut:
I§ajak yang dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
@erah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
Ijjembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau
kiés pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).

[Salam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individu oleh
bemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan
kéta lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan
kontra prestasi secara individu.

%enyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi
Ean Negara kepada pembayar pajak.

Rajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut
{Jératuran perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenubhi

Kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun

@lenda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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b. Unsur-Unsur Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam bukunya (2013: 1) bahwa Pajak

cmemiliki unsur-unsur sebagai berikut:

>11m;3/{uaw uep uexwniuesuaw eduey Ul sijny eAsey ynan)as neie uelbeqges diinbusw Huede

ue
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‘Iyran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. luran tersebut berupa uang (bukan

barang)
Berdasarkan undang-undang.

Ii’cljak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

™

pelaksanaanya.

’ganpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat

(j‘i‘tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kotraprestasi
i}idividual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran

yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

c. Fungsi Pajak

Eajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

husuSnya di dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana karena pajak

erup:akan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran Negara

ermasijk pengeluaran pembangunan, sehingga mempunyai peran yang cukup besar dalam

kehidgpan berbangsa. Ada beberapa fungsi pajak dalam buku Siti Resmi (2017:3). Di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. ‘Eungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara)

Eajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber

Penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun

Pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan
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uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara
ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan
l;erbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), dan sebagainya.

: Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

rﬁelaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta

™

ﬁhencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh
@nerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk
mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar

pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

w C. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong

v mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa
Negara.

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu,
seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan
agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat

mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
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e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran

usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.

=f.  Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

o menanamkan modalnya di Indonesia.

T
2d. $yarat Pemungutan Pajak
(_) \

e

©

—

o Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi,

o
5

ue!ﬁeqas dinnbusw bueue)iqg |

mésyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan

k akan berjalan karena dana yang kurang. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

.

—

as neje

%bétan atau perlawanan , dalam buku Mardiasmo (2013:2) maka pemungutan pajak

eAley yn.nj

h%us memenuhl syarat sebagai berikut:
1. F:’emungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
h}engenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan memberikan
hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran
dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. :Elemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuesuaw eduel Ul siM

jéminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. }Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih

F€éndah dari hasil pemungutannya.
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5.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana
@tem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat

u
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-

o

s T .

a ’ndang perpajakan yang baru.

3 - 3

2 Ze. Pengelompokan Pajak

-

v o A

& 9  Pajak dibagi menurut pengelompokannya menjadi 3 bagian dalam buku Mardiasmo
%(2@13:5), yaitu:

gc g

v % Menurut Golongannya

£3 3

5 & Za) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan
23 9

5 =

3 3 5 tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

= S

5: g Contoh: Pajak Penghasilan.

% ‘Eb) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
3 2,

g ; dilimpahkan kepada orang lain.

5 &

e o Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

= D

= 2. Menurut Sifatnya

3 a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,
é dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

; Contoh: Pajak Penghasilan

3

§ b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Juj uep sjusig 3NIsu

ugo

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
enurut Lembaga Pemungutnya
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.

13
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Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

@ Barang Mewah, dan Bea Materai.

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

f.

myEbiewgbyu) uep siusig Inasuy) O 191 YIIW exdid ye

ta

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
i.Pajak Provinsi,
contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
ii. Pajak Kabupaten/Kota,

contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

ta Cara Pemungutan Pajak

cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan

istemiemungutan pajak dalam buku Siti Resmi (2017:8).

L
1. Stelsel Pajak
2!

FTemungutan Pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

31D uepy YIM)| eyj3eusioju] uep sjusig 3NIsu|

a. Stelsel Nyata (Rill). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan

pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah
penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam
suatu tahun pajak diketahui. Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada
penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.
Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode

sehingga:

14
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C.

1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada
akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah

= kas yang memadai; dan
2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga

jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan

pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan
siJatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak
j/ang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak
j@ng terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal
féhun bersangkutan.

@elebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus
rhenunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat
Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam

fhun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada

keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
I;ombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak
"gihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak
}dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak
menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh pasal
29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya
Pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau
dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang

Pajak yang lain (PPh Pasal 28(a)).
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g. Asas Pemungutan Pajak

Tglgdapat tiga Asas Pemungutan Pajak dalam buku Siti Resmi (2017:9). Berikut ini

enjelasannya.

a. ésas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

eH

sas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal
Qari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat
t;‘nggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas

éeluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar

buepun-buepun 1bunpunig e1d|$>1

ﬁ1donesia.

(o3

. ésas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap
6rang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas

pénghasilan yang diperolehnya.

(@]

. Asas Kebangsaan

ZAsas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu

‘Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing

:1aquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuedsusw edue) 1ul SN eAJey ynanyas nele ueibegas dipnbuaw GUBJ%IG 1

yéng bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
h. }Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak dikenal beberapa Sistem Pemungutan Pajak dalam buku Siti
Resmi¥(2017:10) yaitu:
a. Qﬁ‘icial Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk

fnenentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

= 16
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peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif
Senta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para
ébaratur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

‘pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan

z;da pada aparatur perpajakan).

. $e|f Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan
andiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
bérundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta
Iéegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib
Ijjajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang
piérpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari
a;kan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi
Repercayaan untuk:

| 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

n 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

? 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

‘Jédi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar

tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang

atunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai

«dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak
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ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan
presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor,
éf;ln mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil
atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga
yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

. Pengertian Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat

neje uelbeqas diynbuaw buedeyiq -

o

pug;!ﬁunpumagld!a NeH

Iompokan menjadi dua bagian, yaitu pajak Negara dan pajak daerah. Menurut Undang-

P

=

dang Nomor 28 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004

=2un-

e ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam buku Eko Lesmana (2017:350). Pajak

eAley yn
bu

0"

aerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

ang ber3|fat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

U\%]\U\S

W ed

secara Iangsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakimuran rakyat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

wnjueous

X1

okemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah dan

w_uep u

“retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak

D

étersebgt adalah perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh Negara. Pajak daerah

(Mardiasmo 1991:51) juga dapat diuraikan dalam pengertian yang hampir senada yaitu

5

n
c

%pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah
ﬁuntukkepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pari dua definisi diatas, ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak
daeraly baik menurut UU yang berlalu terdahulu maupun pajak yang berlaku sekarang,
yaitu:

1. ;ajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun Pajak Negara yang

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

18
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5

buepun-
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Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang

@uasainya.

u
Basil pemungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah

gngga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
I%jak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda,
rgaka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang
éajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

-+

ﬁerdasarkan Undang — Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

=)

rafé. pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

p

£ Jenis Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

(319 uey My exeWwIoU|

e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

Ig 3nISu|

[
o

Pajak Hiburan

e

Pajak Reklame

@

Pajak Penerangan Jalan

=h

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

. Pajak Parkir

> @

Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

19
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j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

‘)k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

alam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang

eJelqg -l

2dimaksudkan diatas. Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya

oWl

gkiangmemadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan
e @) .

— [

T;Db%atutan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi, tetapi tidak
o Y

Q

gtegagi dalam daerah kabupaten / Kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta,

>3 .
O o) :

@]eéis yging dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak

o

untuk daerah Kabupaten/Kota.

IN1os

C
=]
o
o)
=)
«Q

Eetentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan peraturan

=TI eAdey yn

= emer;i:htah. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota

s

memenhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. ijek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani

masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan.

3. E)bjek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. :Dbjek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.

5. Rotensinya memadai.

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwNUedUaW edug

6. ‘T'idak memberikan dampak ekonomi yang negative.
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

= 20
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®
; 2. '%njauan Atas Kendaraan Bermotor
é a. _I%ngertian Kendaraan Bermotor
é % 2ﬁalam buku Marihot Pahala (2013:175) Kendaraan bermotor adalah semua
E o =
?Dk%da;an beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
S = o

gdiaera@(an oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi
2@
2untuk ‘mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan

=)
)
o o w

a @
Eb@mogl)r yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya

= C
5 Q.

2
Emgngl%akan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor

[ =

>3 (g

%yang cgoperaakan di air
3. o
3 \Enis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus,
©
o) A
gsepedaf_vmotor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan
>
Q 2
“bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.
(9]

b. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkéan Jalan. Kendaraan bermotor terbagi kedalam beberapa jenis sebagai berikut:

(o g
1. §epeda motor

w
2. Mobil penumpang
=

:Jaquins ueyinggAuaw uep uejwn

3, m'obil bus
&
4. Mobil barang

=
5. gendaraan khusus

jeuu

e

3. ARinjauan Atas Pajak Kendaraan Bermotor

a. ;ﬁengertian Pajak Kendaraan Bermotor

ueny
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Dalam buku Azhari Aziz (2015:92) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa
dikenah)dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan

Ckendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta

ganderjgannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh

buaw Huede)l

pe}alatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah

ber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg

s din

w
110 @d!a

%

bet angkutan termasuk alat alat besar yang bisa bergerak.
Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam buku Eko Lesmana (2017:356) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

3 yndn)as neje ueibeqs
8_|6un

nngribadi dan Badan yang memiliki dan atau/ menguasai kendaraan bermotor. Dan

bjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan

@)

. bugpun-buepu

d)m eAle

gylurs

eertor yang termasuk didalam pengertian kendaraan bermotor yang telah diuraikan

w edu

diatas §ebagai berikut:

1. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioprasikan di semua jenis
jélan darat; dan

2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima
gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

éerikut adalah kendaraan bermotor yang tidak menjadi objek pajak kendaraan

ermator:

-laquins ueyingaAuswl uep ueyWNIUBIUD

' a) Kereta api;
b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan
dan keamanan negara;

c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga

= 22
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e

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

HQ
o
z

i;—d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau
g importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak
% untuk dijual.
@
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
(9]
fﬂ?alam buku Eko Lesmana (2017:357) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Iagkan sebagai berikut:
: [iasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua)
©
tz;psur pokok :
o
§ a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
ib. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
% pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
: liasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar

°

jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah

Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
=

@a. . . .
.aﬂal Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan
c

gwgka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan

%ermotor.
w

.sl-ilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan

=
erdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun
=y

(=]
§ajak sebelumnya.

: glarga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata

Q : . .
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

IM
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Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai

@I Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-

3¥H
S

a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang
sama;

b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang
sama;

e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

IM YIM) BMI3eWI04U| UEp SIusig 3N3ISUl) DX [9] 11w ead

Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien

D

y_ﬁng nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai

berikut :

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih
dalam batas toleransi; dan

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor
tersebut dianggap melewati batas toleransi.

obot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat

kendaraan bermotor;

24
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o

a.

b.

bugpun-buepun 1bunpuniqg gidig seH

b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin,

gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

= C. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor

‘: yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi

silinder.

: Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri

™

Keuangan.
Fienghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

. Farif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, dalam buku

oMarihet Pahala (2013:185) besaran tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan

“bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini:

jEVJntuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen), dan
baling tinggi sebesar 2% (dua persen)

Bintuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan
secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10%
(sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan
menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.
Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor
Foda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat masing-masing

ﬁperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
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c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama.
Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor
l;ntuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah
(Eaerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan
paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% ( satu
pérsen). Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat
bfrat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu

pérsen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif pajak kendaraan

l@rmotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara

uey 1ul siny eAJey ynanyas neje ueibeqgas diynbusw buede)iq |

bmenga]kikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak

oWl B

-Kendagaan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

~Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

e. Masa Pajak dan Saat Terutang

“"Dalam buku Eko Lesmana (2017:358) Masa pajak kendaraan bermotor disebutkan

quins ueyingakuaw uep ueyuwniue

sebagal berikut:

49

1. ‘7Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan
Berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor

2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka

3. dntuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa.
Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang

‘stidah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan

Peraturan Gubernur.

I?’éjak kendaraan bermotor terutang terjadi pada saat adanya kepemilikan atau

1na-l

pengUasaan kendaraan bermotor maka pada saat itu langsung adanya pajak yang terutang.

HaLsiI Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen),

busw buele

dip

§1

e asuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan

d atau/ pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

1g 1N}

. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Péﬁék progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan

n1 eAJey ynan)as neje ueibeqas din
6uepum-§Hepum Bungunig

ersentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam

3

g u!

Sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak, terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan

W edu

S|stem§ pajak progresif, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan tarif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh provinsi DKI

akarté diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015

p UQLUH],UEDUS

Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak progresif kendaraan bermotor atas

§perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Progresif Kendaraan

usw ue

n

xBermotor Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri pemerintah Provinsi

wins ue

5 =DKI Jgkarta telah mengeluarkan peraturan untuk besaran tarif yang dikenakan untuk

(¢]
=

memungut pajak kendaraan bermotor.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
PajakeDaerah untuk tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor provinsi DKI Jakarta,
sebagai berikut:

1. Farif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi ditetapkan sebagai

gerikut:


http://www.kerjanya.net/faq/3984-pajak-kendaraan-bermotor.html
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o

o

@

=h

> @

N+

untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);

. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima

persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima
persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma

lima persen);

. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma
lima persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma
lima persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma

lima persen);

.untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan

persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan
koma lima persen);

untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan

persen);
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p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan
koma lima persen);
i g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh
& persen);
: Repemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
. 'gr‘arif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :

a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar

0,50% (nol koma lima nol persen)

g IN13ISU|) D)

b. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar

0,50% (nol koma lima nol persen)

buepun-buepun 1bunpunig g&d!g eH

= ¢. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma

lima nol persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan
$ebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

“Tarif Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

p ueywnjueduaw eduey 1ul Ny eAJdey ynanyas neje uelbeqgas diynbusw buede)iq |

Untuk itu diperlukan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) untuk melihat persamaan atau

§perbeaaan alamat tinggal. Tarif pajak progresif dikenakan untuk kepemilikan kendaraan

usw ue

n

5bermotor kedua dan seterusnya oleh orang pribadi yang dibedakan pada kelompok atau

=)

n
c

Jjenis kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

@
= —Z

Perbedaan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya antara
orang=pribadi dengan badan, dimaksudkan sebagai pembatasan kepemilikan kendaraan
bermator orang pribadi dan keberpihakan terhadap badan selaku pelaku usaha.

Keéndaraan bermotor yang dimiliki oleh badan dikenakan tarif tunggal yakni sebesar

2% ((Ea persen) dan tidak dikenakan tarif pajak progresif, hal ini dimaksudkan sebagai

dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pelaku usaha.
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Penerapan tarif pajak progresif pada hakekatnya dimaksudkan selain untuk mengatasi

kema@n juga sebagai potensi penerimaan daerah yang hasil penerimaan Pajak

K

)
2
)
=

= . . .
Zpembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta modal dan sarana transportasi umum.

u
endaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk

3 3

o L = . P . .

=Deéngan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian

=2

?Ddaiﬁ tapggung jawab kepada masyarakat dan dunia usaha dalam keikutsertaan berkontribusi
O

g = @

émgng@si kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang semakin tinggi.

g2 @

5 @B. Penelitian Terdahulu

7S a

3 § Peneliti merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini,

o 5

“yaitu: &

el 3

3. 8

) = Tabel 2.1

= Q

B =

3 _§_ Penelitian Terdahulu

a =

“Penelitian (Tahun) Jamila Fitrahma Aisyah Lukman (2015)

5 o

njdudul Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

g Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten

c 5

% g Pangkep

o~ - e -, .

gVarla&I Penelitian 1. Jumlah Penduduk (X1)

=3 2. Jenis Kendaraan Bermotor (X2)

3. Pendapatan Per Kapita (X3)

Metode Penelitian 1. Analisis Regresi Linear Berganda
(Multiple Linear Regression Method)
2. Metode Kuadrat Terkecil (Ordinary

Least Square / OLS)

AL e)lrewojujiep siusig

Hasil Benelitian (Kesimpulan) Variabel jumlah penduduk, pendapatan per

30
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kapita berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor di

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuesuaw edue) 1Ul SNy eAley y

6U|EADUQ

g = kabupaten Pangkep. Variabel jenis
% 5 kendaraan bermotor tidak berpengaruh
3 =
I = - . .
g >~ = signifikan terhadap penerimaan pajak
= O ®
E 5 : kendaraan bermotor di kabupaten Pangkep.
o 2 @
&—5—
o .
> 5 4
g c g
.SK&rangka Pemikiran

: Eengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pz?ienurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
mer:Tapakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu
dae;'éh dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
haréa konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan

olefseluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah.

dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga

[
konétan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan

PRDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
hafriga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

:DDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya
ekanomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga
ko:r]stan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke

tah;n atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
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PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemakmuran
penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat disebut juga sebagai Pendapatan per
kap;"ia. Cara mendapatkan angka PDRB per kapita suatu daerah ialah dengan

mérjghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk

%pergengahan tahun.

% Seperti yang telah diketahui bahwa pendapatan penduduk Provinsi DKI Jakarta
gertihggi nomor satu di bandingkan dengan provinsi lainnya diseluruh Indonesia.
éDen:gan tingginya tingkat pendapatan yang diterima oleh penduduk DKI Jakarta
édihérapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI
v

gﬁ]aké}ta.

2. Péngaruh pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan

I%‘fermotor

éeiring jumlah penduduk yang meningkat, maka kebutuhan penduduk terhadap alat
traﬁsportasi akan meningkat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat
seti‘a‘p tahunnya, terutama kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat, serta
kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama atau alamat yang sama

da@m satu kartu keluarga diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan

Begmotor di wilayah DKI Jakarta.

3. Rengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
;?‘énduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis Republik

Indénesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6

bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26

ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal

di dndonesia.
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Jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta termasuk kedalam 7 provinsi dengan jumlah
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pe@duk terbesar di Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta
u
dihdrapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terutama pada

perauduk yang sejahtera dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3
‘;I’Halini disebabkan seiring berkembangnya teknologi, dan kebutuhan penduduk terhadap

€ w

—O - - - - - - -
Salagransportam dalam menjalankan aktivitas semakin meningkat.
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Kerangka Pemikiran
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'PDRB per kapita(X1)

ol

(

Peraturan Pajak
Progresif Kendaraan
Bermotor (X2)

Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor ()

v

umlah Penduduk (X3)
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o

Hipo%is Penelitian

gengan adanya kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini
adala%ebagai berikut:
H1: ‘,;DRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan

A
germotor di wilayah DK Jakarta.
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Rertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
34

H2: Peraturan Pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap
@erimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

5
o
=
[<B]
o
=
<
o
<
2
Hak cipf milik 1Bl KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) ___-mnmn:ﬁ wmm:mm Qm-._ _-...HO__.:-NH:AN _AE_—A —Qm: mmm
Iae) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
A.M:mﬁm:@ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
@m@ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
KWIK KIAN GIE penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
SCHOOL OF :Ezmm b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



